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LAMPIRAN VII 

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR /PRT/M/2016 

TENTANG  

PENYELENGGARAAN DANA ALOKASI KHUSUS 

BIDANG  INFRASTRUKTUR 

 

STRUKTUR ORGANISASI DAN ALUR KOORDINASI TIM KOORDINASI PUSAT DAN DAERAH 

 

              STRUKTUR ORGANISASI TIM KOORDINASI PUSAT,  

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sekretariat Jenderal cq. Biro 

Perencanaan Anggaran dan KLN 

Menteri  

Koordinator 

Ketua 

Badan Pengembangan Infrastruktur 

Wilayah 

Anggota 

Unit Organisasi Terkait  

Anggota 

Inspektorat Jenderal 

Pembina 
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STRUKTUR OGANISASI  

TIM KOORDINASI DAERAH 

 

 

Bappeda Provinsi 

 

Bappeda 
Kabupaten/Kota 

 

 

Dinas Teknis 
(Bidang 

Perumahan) 

 

 
 

Dinas Teknis 
 (Bidang  Air Minum 

dan Bidang 
 Sanitasi) 

 

 
Dinas Teknis 

(Bidang  
Jalan)  

 

 

Dinas Teknis 
(Bidang Irigasi) 

 

Bidang Fisik 
Prasarana Bappeda 

Provinsi  

 

Balai Besar/ 

Balai/Satker 

Anggota 

Sekretaris Pembina 

Anggota Anggota Anggota Anggota 

 Ketua 
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           BAGAN ALUR PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAK BIDANG INFRASTRUKTUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKRETARIAT 
JENDERAL 

DITJEN 
BINA MARGA  

(BIDANG JALAN)  

DITJEN SDA  
(BIDANG IRIGASI) 

DITJEN CIPTA KARYA  
(BIDANG  AIR MINUM, 

 BIDANG SANITASI) 

DITJEN PENYEDIAAAN 
PERUMAHAN 

BADAN 
PENGEMBANGAN 
INFRASTRUKTUR 

UNIT 
ORGANISASI 

CATATAN: 

1. Sekretariat Jenderal adalah Koordinator penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur. 
2. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang selanjutnya disebut sebagai BPIW adalah Badan yang mempunyai fungsi pengembangan 

keterpaduan infrastruktur wilayah. 
3. Unit Organisasi adalah Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan kegiatan di Bidang Infrastruktur 

 Mekanisme perencanaan dan pemrograman untuk masing-masing Bidang sesuai ketentuan pada Lampiran I untuk Bidang Jalan, Lampiran II untuk Bidang Irigasi, Lampiran III 
untuk Bidang Air Minum, Lampiran IV untuk Bidang Sanitasi, dan Lampiran V untuk Bidang Perumahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
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TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 

 TIM KOORDINASI PUSAT DAN DAERAH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Review dan verifikasi 
usulan proposal; 

 Verifikasi data teknis ; 
 Fasilitasi penyusunan 

harga satuan provinsi; 
 Membantu pelaksanaan 

sosialisasi, diseminasi, 
dan pembinaan daerah; 

 Verifikasi kesesuaian atas 
Usulan RK. 

Tahap Perencanaan 

 Pemantauan 
Pelaksanaan DAK; 

 Inventarisasi 

permasalahan 
pencapaian progres 
DAK. 

Tahap Pelaksanaan 

 Evaluasi Pelaksanaan 
DAK; 

 Memberikan saran, 

masukan, maupun 
rekomendasi 
penyelenggaraan DAK 
ke depan; 

 Menyiapkan laporan 
triwulanan dan 
tahunan. 

  

Tahap Pengendalian 

  

 Menyusun petunjuk 
teknis; 

 Menyampaikan usulan 
cakupan kegiatan; 

 Menyusun kriteria teknis 
dan indeks teknis; 

 Melaksanakan sosialisasi 
kebijakan DAK, 
konsultasi program, dan 
pembinaan daerah. 

 Pemantauan 
pelaksanaan DAK; 

 Koordinasi 
penyelesaian 
permasalahan dan 
percepatan 
pencapaian progres. 

 Evaluasi 
Penyelenggaraan DAK; 

 Memberikan saran, 
masukan, maupun 
rekomendasi 
penyelenggaraan DAK 
ke depan; 

 Menyiapkan laporan 
akhir tahun 
penyelenggaraan DAK. 

  

  

Tahap Perencanaan Tahap Pelaksanaan Tahap Pengendalian 

TIM KOORDINASI 
DAERAH 

TIM KOORDINASI 
PUSAT  
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TAHAP PERENCANAAN :  

PROSES PENYUSUNAN USULAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usulan Daftar 

Kegiatan DAK oleh 

SKPD 

Sesuai
/ 

Tidak 

RAPAT KOORDINASI BAPPEDA 

KABUPATEN/KOTA 

Identifikasi 

kebutuhan 
Penyaringan 

Renstra SKPD, Dokumen 
Perencanaan, SSK+MPSS, 

Musrenbang Juknis DAK 

RAPAT INTERNAL SKPD 

sesuai 

Tidak 

sesuai 

RPJMD+Prioritas 
Nasional + Juknis 

DAK 

Penyaringan 

usulan SKPD 

Sesuai
/ 

tidak 

Usulan kegiatan DAK 
Kabupaten/Kota 

(PROPOSAL BASED)  

Tidak 

sesuai 

sesuai 

     RAPAT TIM KOORDINASI DAERAH 

DALAM RANGKA REVIEW DAN VERIFIKASI USULAN PROPOSAL  

Usulan kegiatan DAK Kota/Kab memuat: 
• Latar belakang usulan dan usulan prioritas utama. 
• Data Teknis 
• Rekap lokasi dan RAB 
• Kontribusi thd target daerah (RPJMD, Prioritas Nasional,) 

RAPAT KOORDINASI BAPPEDA 

PROVINSI 

RPJMD+Prioritas 
Nasional + Juknis 

DAK 

Penyaringan 

usulan SKPD 

Sesuai
/ 

tidak 

Usulan kegiatan DAK 
Provinsi 

(PROPOSAL BASED)  

sesuai 
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TAHAP PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN :  

PROSES PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN TRIWULANAN  

TIM KOORDINASI DAERAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemantauan 
Pelaksanaan Kegiatan 
oleh SKPD dan Balai 

RAPAT TRIWULANAN TIM KOORDINASI DAERAH 

Laporan Triwulanan Kegiatan DAK 
Provinsi dan Kab/Kota 

   

Laporan Triwulan: 
• Kesesuaian pelaksanaan RK 

dengan arahan pemanfaatan 
DAK, kriteria program prioritas 

nasional, DIPA Daerah;  
• Kesesuaian hasil pelaksanaan 

fisik dengan 
kontrak/spesifikasi teknis 

yang ditetapkan;  
• Pencapaian sasaran hasil, 

keluaran, dampak dan 
kemanfaatan kegiatan;  

• Kepatuhan dan ketertiban 
pelaporan; 

• Rencana pengendalian 
pelaksanaan proyek; 

• Pelaksanaan Kegiatan (tim 
lelang+kontrak); 

• Progres (Koordinat dan kondisi 

0%, 50%, 100%).  

KRITERIA 

• Kesesuaian pelaksanaan RK 
dengan arahan pemanfaatan DAK;  

• Kesesuaian pelaksanaan RK 

dengan kriteria program prioritas 
nasional;  

• Kesesuaian RK dengan DIPA 
Daerah;  

• Proses pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa;  

• Kesesuaian hasil pelaksanaan 
fisik dengan kontrak/spesifikasi 

teknis yang ditetapkan;  
• Pencapaian sasaran hasil, 

keluaran, dampak dan 
kemanfaatan kegiatan;  

Evaluasi 

Tida

Y

Kinerja 

Tercapai 

Permasalahan 
dan tindakan 

perbaikan 
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MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 
 
 

 
 

M. BASUKI HADIMULJONO 
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Rekomendasi 

Penyelenggaraan  

DAK TA n+1 

Evaluasi oleh Tim Koordinasi 

Pusat 
Penyelenggaraan Rapat Kerja (Raker) DAK 
untuk membahas: 

─ Hasil Pemantauan dan Evaluasi DAK 
─ Isu-isu permasalahan pelaksanaan 

DAK TA n 
─ Program dan langkah-langkah 

percepatan pelaksanaan DAK TA n 

Hasil Pemantauan dan 

Inventarisasi Permasalahan 

Penyelenggaraan Konreg DAK dalam 
rangka: 
─ Keterpaduan Program 

Pengembangan Kawasan   
─ Pengumpulan Usulan Data Teknis 
─ Pengumpulan Usulan Kegiatan DAK 

Rencana Kegiatan 

DAK  

Sosialisasi 
kebijakan DAK, 

konsultasi 

program, dan 

pembinaan daerah Laporan  

Tahunan DAK 

Usulan kegiatan DAK Provinsi dan 
Kabupaten/Kota 

(PROPOSAL BASED)  

Usulan  Rencana Kegiatan 

(URK) 

Verifikasi Data 
Teknis sesuai 

dengan Kriteria 

Teknis 

Rekap Usulan Proposal dan Data 

Teknis DAK 

Data Teknis untuk 

Pengalokasian DAK 

Laporan Triwulanan Kegiatan 

DAK Provinsi dan Kab/Kota 

 

 

TAHAP PERENCANAAN TAHAP PELAKSANAAN 
TAHAP  

PENGENDALIAN 

ALUR KOORDINASI ANTARA TIM KOORDINASI PUSAT DAN TIM KOORDINASI DAERAH 

 


